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: a.
SUPATI GARUT, .

sal 11 Peraturan Pemenntahbahwa berdasarkan ketentuan Pa dar Pelayanan Minimal dan
Nomor 2 Tahun 2018 te~tan~~geri Nomor 100 Tahun 2018
Pasal 2 Peraturan Menten D Minimal Pemerintah
tentang Penerapan Standar ru!;la~a;anan MurimaI untuk
Daerah menerapkan ;tan dan mutu pelayanan dasar yang
pemenuhan pelayanan asar secara minimal;
berhak diperoleh oleh setiap warga Negara .

berd.asa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
b. ~~aa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pe~be~tukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Provmsl.Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor- 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal~
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pe1ayanan
Publik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor S038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Q14 tentana Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 5587) sellagai.rnans_teIah diubah beberapa kaIi, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang I'emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran N8gara Republik Indonesia Tabun 2009
Notnor 144, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik IndonesiaNomor 5063);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Nega.ra.Republik Indenesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6178);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten Kota (Berita
Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tabun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (8erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

12. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaterr/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1619);

14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 121 Tabun 2018 ten tang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 218
Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

2



DAB I

KETENTUAlf UMUM

Puall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajih daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara.

8. Jenis Pela:yananDasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang
dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara
secara minimal.

9. ~utu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dau/atau
jasa kebutuhan dasar serta pemenuhanny~ secara minimal dalam pelayanan dasar
sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAK STAKDAR
PELAYANAK MIlIIMAL.

Menetapkan

MEMUTUSKAIf:

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Oarut Tahun 2016 Nomor6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor9);

18. Peraturan Bupati (jamt Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (BeritaDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor139);
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Pasa15
(1) Penerapan SPMpelayanan dasar berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal4, meliputi:
a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:

1. pendidikan anak usia dini;
2, pendidikandasar; dan
3. pendidikan kesetaraan.

b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi barn lahir;

Pasa14
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis

pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga
Negara secara minimal.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga
Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan
jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

BABm
PBNERAPAK SPM

Pasal3
Tujuan dari Peraturan Bupati iniadalah:
a. pengaturan penerapan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
b. penetapan pedoman pelaksanaan penerapan SPM urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi oleh Perangkat Daerah,

BAB"
MAKSUD DAB TUJUAR

Pasal2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan SPM
pelaksanaan pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib di Daerah Kabupaten.

10. Penerapan Standar Pelayanan Minimalatau yang selanjutnya disingkat Penerapan
SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data,
penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan reneana
pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang
darr/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara
secara minimal.
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4. pelayanan kesehatan balita;

5. pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar;

6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

9. pelayanan kesehatan penderita diabetes militus;
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguanjiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh menusia (~«n ImmutW«eMncy
Virus/HlV).

c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri
dari:
1. pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari; dan
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
terdiri dari:
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

di Daerah Kabupaten; dan
2. penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi

program Pemerintah Daerah Kabupaten.
e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat, terdiri dan:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pelayanan informasi rawan bencana;
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. urusan pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dsaar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis

diluar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana bagi korban bencana di Daerah Kabupaten.
(2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang
menyelenggarakan urusan pemerlntahan wajibyang berkaitan dengan pelayanan
dasar.
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Paragraf2
Tar&et Capaian

Pasal9

(1) Peran~t DaerahKabupatenyangmelaksanakan urusan pemerintahan wajibyang
berkaitan dengan pelayanan dasar menyusun target capaian SPM dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah Kabupaten menshitu;ngjumlah kebutuhan dan jumlah penerima
layanan untuk setiap urusan pemerintahan.

Pasal8
(1) PerangkatDaerahKabupatenyangmelaksanakan urusan pemerintahanwajibyang

berkaitan dengan pelayanan dasar melakukan pengumpulan data pelayanan dasar,
yang terdiri atas:
a. jumlah penerima layanan;
b. jumlah kebutuhan barangjjasa pelayanan; dan
c. jumlah barang danjataujasayang tersedia.

(2) Data pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar dalam
perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Baglan Kedua
P_OAtun Capaiu. SPKUnTarg.t Qa~

Paragra.f 1
PenentuaD Capalan &PM

Pasal7

Capaian SPMPemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan mutu pelayanan pada
setiap jenis pelayanan dasar harus mencapai 1000/Q (seratus persen) dari target dan
indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kesatu
Umum

BABN
CAPAIARSPM

Pual6
(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan

tahapan:
a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
c, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan daaar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(2) Tahapan pelaksanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. +-an keuangan dan aset daerah
11. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

penanggulangan bencana daernh

12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet
Garut

4. perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial
5. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pekeIjaan umum dan penataan ruang
6. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

perumahan dan permukiman
7. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pemadaman kebakaran
8. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

kepamongan
9. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pengelola

:1. perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pengawasan

2. perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pendidikan

3. perangkat daerah yang melaksanakan urusan
kesehatan

e. Anggota

d. Sekretaris

: Bupati Garut
; Sekretaris Daerah
: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

pada Sek:retariatDaerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

~Kepala ~ Tata Pemetin~ ~ $ekr~~t
Daerah

a. Penanggung jawab
9, K<ttlola
c. Wakil Ketua

BABV
TIM PEKERAPAN SPM

Pasa111
(1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPMPelayanan Dasar, Bupati membentuk

Tim Penerapan SPMPelayanan Dasar,
(2) Tim Penerapan SPMPelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas:

Puall0
(1) Pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/ jasa yang

dibutuhkan.
(2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan eebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dilakukan keIjasama daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BagIan Ketiga
Pelakaanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
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j.

i.

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.
menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dengan
Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data
terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)secara periodik;
mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam
dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)dan Rencana Ketja Perangkat Daerah termasuk pembinaan
umum dan teknisnya;
mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam
dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam
pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

a.

L Kesekre~atan

mengoordiriasikan psrumusan strategi pembinaan tsknis pensrapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM);

mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

mel~ ~$ialisasi penera~a.n Standar Pelayanan Minimal (SPM)kepada
perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

:en~rima dan menind~~juti pengaduan masyarakar terkait penerapan
tan ar Pelayanan Mrmmal (SPM) dan mengkonsolidasikan la oran

r.nerap~ Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk laporan Pyang

tel~Paik~ masyarakat melalui sistern info.rrna.sipembangun.M daerah yft_grmtegrasi; dan c:u..

k. mengoordinasikan pencapaian b d k 1
Pemerintah Daerah dan melaku er asar. ~ apor:an penyelenggaraan
perencanaan tahun berikutn kan analisis sebagai rekomendasi untukya.

(4) T~ Penerapan SPM Pelayanan Dasar
diteta kan d sebagaimana dimaksud pada ayat (2)P engan Keputusan Bupati.

13. perangkat daerah yang membidangi urusan hukum
dan HAM

14. perangkat daerah yang membidangi urusan
organisasi

15. perangkat daerah yang membidangi urusan
kesejahteraan rakyat

16. perangkat daerah yang membidangi urusan
pengendalian pembangunan daerah

17. perangkat daerah yang membidangi urusan ekonomi
: 1. Unsur Pelaksana pada Unit Kerja yang membidangi

urusan tata pemerintahan
2. Unsur Pelaksana pada Unit Kerja yang membidangi

urusan hukum dan HAM
(3) Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas sebagai berikut:
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BABVU
PEMBIIfAAK DAII PBlIGAWASAR

Pasal16
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal15
Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan laporan penerapan SPMpaling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal14

(1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat basil, kendala, dan
ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(3) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan laporan SPM Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dikoordinasikan
oleh bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan tata pemerintahan.

(4) Bupati menyampaikan laporan SPMkepada Gubernur dengan tembusan kepada
.Menterimelalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(5) Format laporan penerapan SPMDaerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal13
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan
oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada bagian pada Sekretariat Daerah yang
membidangi urusan tata pemerintahan.

,
(1) Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan SPMsecara internal dan berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana dan
target yang telah ditetapkan.

BABVI
MONITOR.DIG, EVALUAsI, DAN PELAPORAN

Baglan Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal12
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DERJSUHERLAR
BBRlTA DABRAH KABUPATEII GARUT
TARUlf 2019 KOIIOR 150

ttd

Diundangkan dl Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAX

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal31 - 12 - 2019

BUPATJ GARUT,

Paaal18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pual17
Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan
pada:
a. Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BABVIn
PEMBIAYAAN
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BAB II PENERAPANDANPENCAPAIANSPM
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan pemerintahan wajib yang
menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan
SPM-nya oleh Pemerintah.
1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten yang telah
ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPMoleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam mencapai SPM selama kurun waktu
tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

A. FORMAT LAPORAN PELAKSAlfAAlf PElfERAPAN STANDAR PELAYANAN
MOOMAL

KATAPENGANTAR
DAFI'ARlSI
BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANO
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau
dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan
untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan
perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang
melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten.

C. KEBIJAKANUMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah
Kabupaten yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian
SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten.

D. ARAHKEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten selama 1 (satu) tahun
anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang
dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

FORMAT LAPORAN PENERAPAlf STANDAR PELAYANAN MIRIMAL DAERAH
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYAlfAlf SETIAP TABUN

LAMPIRAK
PERATURAIi BUPATI GARUT
NOIIOR 150 TAHUIf 2019
TEKTAlfG PElfERAPAN STANDAR
PELAYAlfAlf MINIMAL



Jenia
No Pelayauan Indikator Pencapaiaa Tarle!: R_U.... SatuWaIma

Duar Capaian (%J C&palaa (%J CapaiaD

1. Pendidikan Jumlah warga Negara 100% Setiap
Dasar usia 7-15 tahun yang Tabun

berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)

2. Pendidikan Jumlab warga Negara 100% SetiapKesetaraan usia 7-18 tahun yang Tabun
belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
atau rnenengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

3. Pendidikan Anak Jumlah warga Negara 100% SetiapUsia Dim usia 5-6 tahun yang Tabunbelllartisipasi dalam
pendidikan PAUD

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERDIA LAYANAN SPM

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

BAB IV PENUTUP

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian
SPM.

3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh
Pemerintahan Daerah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran
dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan
sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jurnlah belanja langsung dan tidak
langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)dalam rangka penerapan dan pencapaian SPMoleh
Pemerintah Daerah Kabupaten, yang bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
c. sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai
yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi
Permaealahan dan scluei menggambarkan permasalahan yang
dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM,baik permasalahan
eksternal maupun internal, dan langkah-Iangkah penyelesaian
permasalahan yang ditempuh.
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Taraet ReaU.. st Batas
110 Jeais Pelayasuua IDdikator Peaeapalau. Capalau. Capalau. WaktuDuu (%) (%) CapaiaD.

1. Pelayanan Jumlah ibu hamil yang 100% Setiap
kesehatan ibu hamil mendapatkan layanan Tabun

kesehatan
2. Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang 100% Setiap

kesehatan ibu mendapatkan layanan Tabun
bersalin kesehatan

3. Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang 100% Setiap
kssehatan bayi barn mendapaykan layanan Tahun
lahir kesehatan

4. Pelayanan Jumlah balita yang 100% Setiap
kesehatan balita mendapatkan layanan Tabun

kesehatan
5. Pelayana kesshatan Jumlah warga Negara usia 100% Setiap

pada usia pendidikan dasar yang Tabun
pendidikan dasar mendapatkan layanan

kesehatan
6. Pelayanan Jumlah warga Negara usia 100% Setiap

kesehatan pada usia produktif yang mendapatkan Tabun
produktif layanan kesehatan

7. Pelayanan Jumlab warga Negara usia lOO% Setiapkesehatan pada usia lanjut yang mendapatkan Tabunlanjut layanan kesehatan
8. Pelayanan Jumlah warga Negara 100% Setiapkesehatan penderita penderita hipertensi yang Tabunhipertensi mendapatkan layanan

kesehatan
9. Pelayanan -Jumlah warga Negara 100% Setiapkesehatan penderita penderita diabetes mellitus Tabundiabetes melitue yang menciapatlcan layanan

kesehatan
10. Pelayanan -Jumlah warga Negara 100%kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Setiap

dengan gangguan yang mendapatkan layanan Tabun
jiwa berat kesehatan

II. Pelayanan -Jumlah warga Negara 100%kesehatan orang terduga tuberculosis Setlap
terduga tuberkulosis yang Tabunmendapatkan layanan

kesehatan
12. Pelayanan JumJahkesehatan orang .. warg~ Negara 100% Setiapdengan dengan nsiko tennfeksi virusrisiko yang melemahkan daya Tabunterinfeksi virus yang

tahan tubuh (Humanmelemahkan daya
Immunodeficiency Virus)tahan tubuh

manusia (Human yang rnendapatlatn myanan
lmmunodeflciency kesehatan
Vims/HIV)

2. Urusan Pemerintahan BidangKesehatan
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.0 JeaJa Pe1ayaDan Tar,et RealiMSl
Dasar IDdlbtor Peacapaian Capaiau. CapaiaD BatuWaktu

1 (%) f%' Capaian
2

1. Pelayanan 3 4 5-Jumlah warga Negara yang 6ketentraman dan 100% Setlap Tahunketertiban umum met?peroleh layanan akibat
dan penegakan hukum
Peraturan Daerah dan

2. Pe1eyanan
Peraturan Kepala Daerah

JUmlah warga Neaara yanginfromasi rawan 100% Setiap Tahunbencana ~emperoleh .layanan
3. Pelayanan

infonnasi rawan bencana

pencegahan dan JUmJah warga Negara yan 100%kesiapsiagaan memperoleh layan~ Setiap Tahun
terhadap bencana pencegahan

kesia . dan
ben~ terhadap

Ketertiban Umum, danUrusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman,
Perlindungan Masyarakat

5.

JeuJa Pe1ayaDaA Target ReeU .. si BataaWaktuNo Duu IDcUbtor PeDcapaiaD CapaiaD CapaIaD. Capalan
f%' (%,

1. Penyediaan dan Jumlab warga Negara 100% Setiap Tahun
rehabilitasi rumah korban bencana yang
yang layak huni memperoleh rumah layak
bagi korban huni
bencana
kabupaten

2. Fasilitasi Jumlah warga Negara yang 100% Setiap Tabun
penyediaan rumah terkena relokasi akibat
yang layak hum program Pemerintah
bagi masyarakat Daerah Kabupaten yang
yang terkena memperoleh fasilitasi
relokasi program penyediaan roman yang
Pemerintah layak huni
Daerah Kabupaten

•4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pennukiman

Target Reali .. a 8atuwaktuKo JeabI Pelayanaa IDdikator Pencapalan CapaiaD CapaJaDDuu (%) C%, CapaiaD

1. Penyediaan Jumlah warga Negara 100% Setiap Tabun
kebutuhan pokok yang memperoleh
airminum kebutuhan air minum
sehari-hari sehart-hari

2. Penyediaan Jumlah warga Negara yang 100% Setiap Tahun
pelayanan memperoleh layanan
pengolahan air pengolahan air minum
limbah domestik domestic

3. Urusan Pemerintahan Bidang PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang
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B UPAT I GAR UT,

Tarcet R_II.... BatasWaktuBe Jeuia Pelayaaan IatUJlatw PeaeapUaa Ca.... CapaiaaDasU
(%J (%, CapaJan

1. Rehabilitasi sosial Jumlah warga Negara 100% Setiap Tahun
dasar penyandang penyandang disabilitas
disabilitas telantar telantar yang memperoleh
di luar panti rehabilitasi sosial di luar

panti
2. Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar 100% Setiap Tahun

dasar anak yang memperoleh
telantar di luar rehabilitasi sosial ill luar
panti panti

3. Rehabilitasi sosial Jumlah warga Negara 100% Setiap Tahundasar lanjut usia lanjut usia terlantar yang
telantar di luar memperoleh rehabilitasipanti sosial di luar panti

4. Rehabilitasi sosial Jumlah 100%dasar tuna sosial warga Setial) TabunNegaralgelandangan dankhususnya pengemis yanggelandangan dan memperoleh rehabilitasipengemis di luar sosial dasar tuna sosial dipanti luar panti
5. Perlindungan dan JumIah

jaminan SOsial korban
warga Negara 100% Setiap Tahunpada saat tanggap bencanaKabupatendan paska yang

bencana bagi memperoleh perlindungan
korban bencana dan jamman sosiaI
Daerah Kabupaten

6. Urusan Pemerintahan BidangSosial

1 2 3 4 5 6
4. Pelayanan Jumlah warga Negara yang 100% Setiap Tahun

penyelamatan dan memperaleh layanan
evakuasi korban penyelematan dan evakuasi
bencana korban bencana

5. Pelayanan Jumlah warga Negara yang 100% Setiap Tahun
penyelamatan dan memperoleh layanan
evakuasi korban penyelamatan dan
kebakaran evakuasl korban kebakaran
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